IMPLIKASI KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI
TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KAWASAN
GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Oleh :

NUR MAINATUL HASANAH
NIT. 20293466

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024



ABSTRACT

The conversion of rice field land to non-rice field use increases every year,
potentially affecting national rice production and threatening food availability and
security. To control this land conversion, the Ministry of Agrarian Affairs and
Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) established the LSD map
through Kepmen ATR/BPN Number 1589/SK-HK.02.01/X11/2021. However, the
establishment of the LSD map has raised issues, namely discrepancies between the
LSD data and the Detailed Spatial Plan (RDTR). This study aims to examine the
discrepancies between LSD and RDTR and their impacts. The research method
used is a mixed-methods approach with spatial and descriptive analysis. Data
collection techniques include interviews and document studies. Data analysis

techniques used are overlay analysis and descriptive analysis.

The results of this study are: (1) the conformity of LSD with RDTR is 914.59
hectares or 96.78%, and non-conformity is 30.42 hectares or 3.22%; after actual
verification, the conformity of LSD with RDTR is 30.65 hectares or 56,57%, and
non-conformity is 23.53 hectares or 43,43%; and (2) the impacts of LSD's non-
conformity with RDTR include: hindering landowners from converting their land,
obstructing investment development, reducing LSD area, establishing LP2B, and

affecting food availability and security.
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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Kegiatan pertanian di Indonesia memiliki peran dalam perekonomian
serta mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Namun demikian,
berdasarkan data BPS (2023), kepadatan penduduk di Indonesia mencapai
147,27 orang/Km? yang mengalami peningkatan 13,1% dibandingkan satu
dekade sebelumnya yang sebesar 130,21 orang/Km?, peningkatan kepadatan
penduduk tersebut berimbas pada peningkatan akan kebutuhan lahan
(Wahyuni, dkk, 2014; Monsaputra, 2023). Kebutuhan akan lahan
menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan khususnya pada lahan sawah.
Konversi lahan sawah menjadi penggunaan lainnya memberikan efek negatif
bagi ekosistem lingkungan sawah (Angraini, dkk, 2020).

Alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah mengalami peningkatan
setiap tahunnya serta berpotensi mempengaruhi produksi padi nasional dan
mengancam ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data
analisis Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2019,
menunjukan alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah mencapai 100.000
hektar per tahun. Peningkatan alih fungsi lahan sawah tersebut diprediksi
akan menurunkan produksi padi sekitar 174.800 ton setahun, yang memiliki
dampak pada ketahanan pangan di masa depan (Purwanti & Sidik, 2023).
Dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu: (1)
terjadi penurunan lahan sawah produktif; (2) impor kebutuhan pangan
meningkat; (3) meningkatnya harga pangan; (4) kesempatan bekerja pada
sektor pertanian menurun; (5) buruh tani dan petani gurem bertambah; dan
(6) peningkatan kerentanan sosial serta pengangguran di pedesaan
(Sutaryono, 2016).

Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan sawah pemerintah
menetapkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian

Alih Fungsi Lahan Sawah. Pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan



strategi dalam peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, sehingga
perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan
pengendalian alih fungsi lahan sawah ditetapkan sebagai program strategis
nasional (Sutaryono, 2023). Penetapan Peraturan Presiden tersebut bertujuan
untuk: (1) mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam
rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung
kebutuhan pangan nasional; (2) mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang
semakin pesat; (3) memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan
lahan sawah: dan (4) menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk
bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Yozami, 2019).

Penetapan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/X11/2021 Tentang
Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di
Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi
Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur,
Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan upaya
pemerintah untuk melaksanakan amanat Perpres No. 59 Tahun 2019.
Penetapan peta LSD tersebut memberikan arahan kepada pemerintah pusat
dan daerah untuk mempercepat penetapan lahan pertanian pangan
berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana detail
tata ruang dengan menggunakan peta LSD tersebut, mengendalikan alih
fungsi lahan sawah dan memenuhi ketersediaan lahan sawah untuk
mendukung kebutuhan pangan nasional (Sutaryono, 2023). Berdasarkan
Kepmen ATR/BPN No. 1589/SK-HK.02.01/X11/2021 tersebut, Peta LSD
yang ditetapkan yaitu seluas 3.836.944,33 Ha, dengan luas peta LSD di
Kabupaten Lombok Barat yaitu seluas 14.637,62 Ha dan luas peta LSD di
wilayah perencanaan RDTR Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada
Lingsar, seluas 945,59 Ha.

RDTR Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar
merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gunung Rinjani,

Kawasan Andalan Lombok, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Rinjani



dan sekitarnya, dan Kawasan sekitar UNESCO Global Geopark Rinjani.
Kawasan sekitar UNESCO Global Geopark Rinjani memiliki fungsi dan
peran untuk mendorong pertumbuhan kawasan serta memberikan efek
berganda terhadap wilayah sekitarnya. Perkembangan wilayah sekitar
Kawasan UNESCO Global Geopark Rinjani perlu diorientasikan untuk
mendukung kegiatan pariwisata sehingga dapat berjalan sinergi dan
komprehensif. pengembangan Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada
Lingsar diarahkan sebagai kawasan pusat agro dan edu-ekowisata, yang
mengabungkan antara konsep pengembangan pertanian dan ekowisata serta
menerapkan pendidikan mengenai keberadaan pertanian serta situs-situs
geopark yang diharapkan dapat membuat ekowisata di kawasan tersebut
berkembang.

Peta Lahan Sawah yang Dilindungi di wilayah RDTR Kawasan
Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar terdapat ketidaksinkronan atau
ketidaksesuaian dengan ditemukannya lahan sawah dilindungi pada zona non
pertanian. Contohnya terdapatnya lahan sawah dilindungi pada zona kawasan
peruntukan industri, zona cagar budaya, dll. Ketidaksinkronan tersebut dapat
menghambat pengembangan wilayah Geopark Rinjani Lombok karena pada
Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar terdapat situs-situs
geopark yang diharapkan dapat membuat ekowisata di kawasan tersebut
dapat berkembang.

Rumusan Masalah

Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar merupakan
Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah
No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
serta memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi, dan memiliki kontribusi
besar terhadap ekonomi nasional dan daerah. Sehingga perencanaan tata
ruangnya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN
yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor



13 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023. Berdasarkan hal tersebut peneliti

memiliki pertanyaan untuk menjelaskan permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana ketidaksesuaian peta LSD terhadap RDTR Kawasan Geopark

Rinjani Lombok Narmada Lingsar?

2. Bagaimana dampak ketidaksesuaian peta LSD terhadap RDTR Kawasan

Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelititan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan

ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.

Untuk mengetahui ketidaksesuaian peta LSD terhadap RDTR Kawasan

Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar.

. Untuk mengetahui dampak yang muncul akibat dari ketidaksesuaian

antara peta LSD dan RDTR Kawasan Geopark Rinjani Lombok

Narmada Lingsar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

a.

Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk mengukur
kemampuan peneliti dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan
yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional.

. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan
masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan dan perumusan
kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian dan penyusunan rencana
tata ruang.

Manfaat lainnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan

penelitian terkait perlindungan lahan pertanian dan rencana tata ruang,



memberikan informasi tentang kesesuaian Lahan Sawah yang
Dilindungi dengan Rencana Detail Tata Ruang, serta memberikan
informasi mengenai dampak yang timbul akibat ketidaksesuaian Lahan

Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Detail Tata Ruang.



A.

BAB VII
PENUTUP

Kesimpulan

1. Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada Lingsar ditemukan
seluas 30,42 Ha atau sebesar 3,22%, sedangkan yang sesuai seluas 914,59
Ha atau sebesar 96,78% dari luas total keseluruhan LSD seluas 945,01 Ha
yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-
HK.02.01/X11/2021. Kemudian setelah dilaksanakan verifikasi aktual
kesesuaian LSD terhadap RDTR vyaitu seluas 30,65 Ha atau sebesar
56,57%, dan yang tidak sesuai seluas 23,53 Ha atau sebesar 43,43% dari
luas LSD yang disepakati dipertahankan yaitu seluas 54,18 Ha. Adapun
persebaran ketidaksesuaian LSD terhaadap RDTR Kawasan Geopark
Rinjani Lombok Narmada Lingsar dibagi menjadi tiga kelas (T) yaitu
kelas rendah meliputi Desa Buwun Sejati, Sesaot, Suranadi, Selat, Lingsar,
Batu Mekar, Karang Bayan, dan Saribaye, kelas sedang meliputi Desa
Golong, Nyur Lembang, Pakuan, dan Batu Kumbung, dan kelas tinggi
meliputi Desa Narmada, Peresak, dan Lembuak.

2. Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Geopark Rinjani Lombok Narmada
Lingsar, antara lain: (a) terhambatnya pemilik tanah melakukan alih fungsi
tanahnya; (b) terhambatnya pembangunan investasi; (c) berkurangnya luas

LSD; (d) penetapan LP2B; dan (e) ketersediaan dan ketahanan pangan.

Saran
Berdasarkan penelitian tentang ketidaksesuaian LSD terhadap RDTR saran

atau masukan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan citra satelit resolusi tinggi dan terbaru dalam proses
penyusunan RDTR sehingga dapat mengatasi perubahan penggunaan

lahan baik secara alamiah maupun yang dilakukan oleh manusia.
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2. Perlu dilakukan percepatan penyelesaian verifikasi aktual Lahan Sawah
Dilindungi di Kabupaten Lombok Barat sehingga tidak menghambat
proses perizinan.

3. Peta Lahan Sawah Dilindungi perlu dilakukan peninjauan kembali
karena terdapat lahan-lahan yang bukan merupakan lahan sawah
melainkan merupakan lahan kebun. Sehingga dibutuhkan penetapan

karakteristik Lahan Sawah Dilindungi secara lebih jelas.
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